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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dijelaskan 

di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

 Dalam kasus sengketa di Blok Ambalat antara Indonesia dan 

Malaysia, pembentukan Joint Development Authority (JDA) merupakan 

mekanisme paling tepat sebagai solusi alternatif penyelesaian sengketa 

di Blok Ambalat. Potensi hidrokarbon yang sangat signifikan, 

kedudukan Ambalat sebagai wilayah strategis, serta tumpang tindih 

klaim akibat perbedaan interpretasi atas landas kontinen menuntut 

adanya solusi yang tidak hanya menjamin stabilitas kawasan, tetapi juga 

meminimalkan risiko eskalasi konflik yang berkepanjangan. 

Sebagaimana diatur dalam article 74 dan 83 UNCLOS 1982, negara-

negara yang terlibat konflik delimitasi maritim diwajibkan membentuk 

pengaturan sementara yang bersifat praktis sampai ada kesepakatan 

akhir terkait batas-batas maritim. Dalam kerangka tersebut, JDA 

menyediakan pendekatan yang kooperatif dengan adanya klausul non 

prasangka, memungkinkan kedua negara mempertahankan klaim 

kedaulatannya sembari melakukan pemanfaatan sumber daya secara 

bersama, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, JDA tidak hanya 

sejalan dengan prinsip keadilan dan penyelesaian sengketa secara 
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damai, tetapi juga menawarkan solusi paling realistis, efisien, dan 

strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan Blok Ambalat sembari 

memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka diajukan saran sebagai 

berikut: 

1. Indonesia dan Malaysia segera membentuk kerangka kerja awal 

menuju Joint Development Authority (JDA) melalui perundingan 

bilateral yang terstruktur dan berorientasi pada prinsip keadilan dan 

saling menguntungkan (equitable principle). 

2. Menyusun Terms of Reference (ToR) secara rinci mengenai Joint 

Development Authority (JDA), termasuk aspek teknis eksplorasi dan 

eksploitasi, zona yang akan dikelola, mekanisme keuangan dan 

pembagian hasil, penentuan yurisdiksi dan penyelesaian sengketa, 

jangka waktu dan pengakhiran JDA. 

3. Pemerintah Indonesia perlu melakukan penguatan kapasitas 

kelembagaan dan diplomasi maritim agar mampu bernegosiasi 

secara optimal untuk kepentingan nasional. Selain itu, kajian hukum 

dan geologi yang komprehensif harus terus diperbarui untuk 

mendukung posisi Indonesia dalam perundingan. 
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